
 

 

 

 

 
  

WWAALLIIKKOOTTAA  SSUUNNGGAAII  PPEENNUUHH  

PPRROOVVIINNSSII  JJAAMMBBII  
PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH 

NOMOR 19 TAHUN 2020 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH 
NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2020 
  

DDEENNGGAANN  RRAAHHMMAATT  TTUUHHAANN  YYAANNGG  MMAAHHAA  EESSAA  
 

WALIKOTA SUNGAI PENUH, 
 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 4 ayat (1), dalam 
melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak 
penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
20 Tahun 2020, Pemerintah Daerah dapat melakukan 
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang 
selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD; 

 

  b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 4 ayat 2, Pengeluaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
pembebanan langsung pada belanja tidak terduga; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota Sungai Penuh tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 45 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1994 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Nomor 3569); 

SALINAN 



 

 

 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999   Nomor 75, Tambahan   Lembaran   
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

  

 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 

 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor  5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

 

 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4871); 

 

 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 

 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Inonesia Nomor 5587);sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

 



 

 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor  150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor  
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 21 Tahun 2011  
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

 

 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

 

 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

 

 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona 
Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

 

 

19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan 
Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif 
Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

 

 

20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Percepatan 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan 
Pemerintah Daerah; 
 



 

 

 

21. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan 
Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit 
Akibat Virus Corona di Indonesia; 

 

 

22. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 14 Tahun 
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 
Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 14); 

 

 

23. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 45 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 (Berita 
Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 45) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 
Sungai Penuh Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 45 Tahun 
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020;     

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI 
PENUH NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA 
SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2020 

 

Pasal I 
 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 45 Tahun 
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai 
Penuh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 
Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh 
Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai 
Penuh Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota 
Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor 12), diubah sebagai berikut: 
1. Pendapatan       

a. Semula  Rp.  814.007.837.156,80 
b. Bertambah/(berkurang)     Rp.                          0,00 
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan  Rp.  814.007.837.156,80 
 
1.1. Pendapatan Asli Daerah 

a. Semula       Rp.    48.174.184.048,73 
b. Bertambah/berkurang     Rp.                          0,00 
Jumlah Pendapatan Asli Daerah  
Setelah Perubahan   Rp.    48.174.184.048,73 

 
1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah 

a. Semula      Rp.    12.233.873.621,00 
b. Bertambah/berkurang  Rp.                          0,00 
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah  
Setelah Perubahan  Rp.    12.233.873.621,00 



 

1.1.2. Hasil Retribusi Daerah   
a. Semula      Rp.     7.753.753.070,00 
b. Bertambah/berkurang   Rp.                         0,00 
Jumlah Hasil Retribusi Setelah  
Perubahan      Rp.     7.753.753.070,00 

 
1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan  

Daerah yang dipisahkan 
a. Semula      Rp.    12.214.979.638,73 
b. Bertambah/berkurang   Rp.                          0,00 
Jumlah Hasil Pengelolaan  
Kekayaan Daerah yang  
Dipisahkan Setelah Perubahan  Rp.    12.214.979.638,73 
 

1.1.4. Lain – lain Pendapatan Asli  
Daerah yang sah 
a. Semula      Rp.   15.971.577.719,00 
b. Bertambah/berkurang    Rp.                         0,00 
Jumlah Lain – lain Pendapatan  
Asli Daerah yang sah Setelah  
Perubahan      Rp.   15.971.577.719,00 

 
1.2. Dana Perimbangan 

a. Semula      Rp. 642.019.355.542,00 
b. Bertambah/berkurang    Rp.                         0,00 
Jumlah Dana Perimbangan Setelah  
Perubahan      Rp. 642.019.355.542,00 

 
1.2.1.Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan  

Pajak 
a. Semula      Rp.  45.493.609.542,00 
b. Bertambah/berkurang   Rp.                        0,00 
Jumlah Bagi Hasil Pajak/ Bagi  
Hasil Bukan Pajak Setelah  
Perubahan     Rp.  45.493.609.542,00 

 
1.2.2.Dana Alokasi Umum 

a. Semula      Rp. 459.655.505.000,00 
b. Bertambah/berkurang   Rp.                         0,00 
Jumlah Dana Alokasi Umum  
Setelah Perubahan    Rp. 459.655.505.000,00 

 
1.2.1. Dana Alokasi Khusus 

a. Semula      Rp. 136.870.241.000,00 
b. Bertambah/berkurang   Rp.                         0,00 
Jumlah Dana Alokasi Khusus  
Setelah Perubahan    Rp. 136.870.241.000,00 

 
 
 
 



 

1.3. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah 
a. Semula      Rp. 123.814.297.566,07 
b. Bertambah/berkurang    Rp.                         0,00 
Jumlah Lain – lain Pendapatan Daerah  
Yang Sah       Rp. 123.814.297.566,07 
 

1.3.1.Pendapatan Hibah 
a. Semula      Rp.                          0,00 
b. Bertambah/berkurang   Rp.   11.833.400.000,00 
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah 
Perubahan     Rp.   11.833.400.000,00 

 

1.3.2.Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi  
dan Pemerintah Daerah Lainnya 
a. Semula      Rp.   40.814.990.566,07 
b. Bertambah/berkurang   Rp.                          0,00 
Jumlah Dana Bagi hasil Pajak dari  
Provinsi dan Pemerintah Daerah  
Lainnya Setelah Perubahan   Rp.   40.814.990.566,07 

 

1.3.3. Dana Penyesuaian dan Otonomi  
Khusus  
a. Semula      Rp.   67.025.907.000,00 
b. Bertambah/berkurang   Rp.                         0,00 
Jumlah Dana Penyesuaian dan  
Otonomi Khusus Setelah  
Perubahan     Rp.   67.025.907.000,00 

 

1.3.4. Bantuan Keuangan dari Provinsi 
Atau Pemerintah Lainnya  
a. Semula      Rp.     4.140.000.000,00 
b. Bertambah/berkurang   Rp.                         0,00 
Jumlah Bantuan Keuangan dari  
Provinsi atau Pemerintah Lainnya  
Setelah Perubahan    Rp.     4.140.000.000,00 
 

1.3.5. Pendapatan Lainnya  
a. Semula      Rp.   11.833.400.000,00 
b. Bertambah/berkurang   Rp.  (11.833.400.000,00) 
Jumlah Pendapatan Lainnya  
Setelah Perubahan    Rp.                         0,00 

 

2. Belanja 
2.1. Semula        Rp. 847.033.448.696,94 
2.2. Bertambah/(berkurang)    Rp.     8.418.252.000,00 
Jumlah Belanja Setelah Perubahan   Rp. 855.451.700.696,94 
 

 2.1. Belanja Tidak Langsung 
a. Semula      Rp.  464.396.654.529,24 
b. Bertambah/berkurang    Rp.    27.058.293.918,44 

  Jumlah Belanja Tidak Langsung  
  Setelah Perubahan      Rp.  491.454.948.447,68 



 

2.1.1.Belanja Pegawai 
a. Semula      Rp.  326.892.777.540,24 
b. Bertambah/berkurang   Rp.                          0,00 
Jumlah Belanja Pegawai Setelah  
Perubahan      Rp.  326.892.777.540,24 

 
2.1.2.Belanja Hibah 

a. Semula      Rp.   22.930.107.540,00 
b. Bertambah/berkurang   Rp.                         0,00 
Jumlah Belanja Hibah Setelah  
Perubahan     Rp.   22.930.107.540,00 

 
2.1.3.Belanja Bantuan Sosial 

a. Semula      Rp.    1.652.300.000,00 
b. Bertambah/berkurang   Rp.    3.220.000.000,00 
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah  
Perubahan     Rp.    4.872.300.000,00 

 
2.1.4.Belanja Bantuan Keuangan Prov/ 

Kab/Kota dan Pemerintahan Desa 
a. Semula      Rp.110.921.469.449,00 
b. Bertambah/berkurang   Rp.                       00,00 
Jumlah Belanja Bantuan  
Keuangan Prov/Kab/Kota dan  
Pemerintahan Desa Setelah 
Perubahan      Rp.110.921.469.449,00 

 
2.1.5.Belanja Tidak Terduga 

a. Semula      Rp.    2.000.000.000,00 
b. Bertambah/berkurang   Rp.  23.838.293.918,44 
Jumlah Belanja Tidak Terduga 
Setelah Perubahan    Rp.  25.838.293.918,44 

 
2.2. Belanja Langsung 

a. Semula      Rp.382.636.794.167,70 
b. Bertambah/berkurang    Rp. (18.640.041.918,00 
Jumlah Belanja Langsung  
Setelah Perubahan      Rp.363.996.752.249,26 

 
2.2.1. Belanja Pegawai 

a. Semula      Rp.  49.703.539.163,00 
b. Bertambah/berkurang   Rp.   (1.853.240.103,00) 
Jumlah Belanja Pegawai Setelah 
Perubahan      Rp.  47.850.299.060,00 

 
2.2.2. Belanja Barang dan Jasa 

a. Semula      Rp.168.473.297.275,77 
b. Bertambah/berkurang   Rp. (23.867.146.988,56) 
Jumlah Belanja Barang  
dan Jasa Setelah Perubahan  Rp.144.606.150.287,21 

 



 

2.2.3. Belanja Modal 
a. Semula      Rp.164.459.957.728,93 
b. Bertambah/berkurang   Rp.    7.080.345.173,12 
Jumlah Belanja Modal Setelah 
Perubahan      Rp.171.540.302.902,05  

 
3. Pembiayaan Daerah: 

3.1.Semula        Rp.  33.025.611.540,14 
3.2.Bertambah/(berkurang)     Rp.    8.418.252.000,00 
Jumlah Pembiayaan Daerah Setelah  
Perubahan       Rp.  41.443.863.540,14 

 
3.1.1.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun  

Anggaran Sebelumnya 
a. Semula      Rp.  33.025.611.540,14 
b. Bertambah/berkurang   Rp.    8.418.252.000,00 
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan  
Setelah Perubahan     Rp.  41.443.863.540,14 

 
4.Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah, dengan Perubahan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota 
ini. 

 
Pasal  II 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh. 
 

Ditetapkan di Sungai Penuh 
pada tanggal 8 April 2020 

 

 WALIKOTA SUNGAI PENUH, 

 

          ttd 

 

      ASAFRI JAYA BAKRI 

 

Diundangkan di Sungai Penuh 
pada tanggal 8 April 2020 
  

SEKRETARIS DAERAH 

KOTA SUNGAI PENUH, 

 

     ttd 

   

MUNASRI  

 
BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020 NOMOR 19 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 
Setda Kota Sungai Penuh, 
 
 

 

ZAHIRMAN, SH, MH 

NIP. 19730115 200604 1 006 


